
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 98 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS 
DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  

KOTA SURABAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15  
ayat (2) Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat 
Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun
2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);
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6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 
1994 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 
51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5121); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 
165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang 

Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 
114); 

 
9.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2014 Nomor 199); 

 
10. Peraturan Menteri  Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

75 Tahun 2014  tentang  Pusat Kesehatan Masyarakat; 
 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 2036); 

 
11.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Kesehatan; 

 
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 
2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Nomor 10); 

 
12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas 
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Nomor 52). 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN 
SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS 
KESEHATAN KOTA SURABAYA. 

 
 

BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 
  Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 
 
2. Kepala Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 
 
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat 

UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan 
Masyarakat  pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya. 

 
4. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas 

yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana 
Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat  pada Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya. 

 
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Puskesmas  adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang 
menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya 
kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai 
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di 
wilayah kerjanya. 

 
6. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat 

UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan 
meningkatkan kesehatan serta mencegah dan 
menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan 
sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

 
7. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat 

UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan 
pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, 
pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan 
penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan 
perseorangan. 

 
8. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap 

Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen 
penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri 
setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar 
pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri 
untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara 
berkesinambungan. 
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9. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh 
Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, 
pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan 
dituangkan dalam suatu sistem. 
 

10. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah Jaringan Pelayanan 
Puskesmas yang ada di wilayah Kota Surabaya, terdiri dari 
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan 
Kelurahan. 
 

11. Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah Jejaring 
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ada di wilayah Kota 
Surabaya, terdiri dari klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium 
dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 

 
 

BAB  II 
PEMBENTUKAN 

 
Pasal 2 

 
 Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat  pada Dinas Kesehatan Kota 
Surabaya, yang terdiri dari: 
 
a. UPTD Puskesmas Tanjungsari; 

 
b. UPTD Puskesmas Simomulyo; 

 
c. UPTD Puskesmas Manukan Kulon; 

 
d. UPTD Puskesmas Balongsari; 

 
e. UPTD Puskesmas Asemrowo; 

 
f. UPTD Puskesmas Sememi; 

 
g. UPTD Puskesmas Benowo; 

 
h. UPTD Puskesmas Jeruk; 

 
i. UPTD Puskesmas Lidah Kulon; 

 
j. UPTD Puskesmas Lontar; 

 
k. UPTD Puskesmas  Peneleh  ; 

 
l. UPTD Puskesmas Ketabang; 

 
m. UPTD Puskesmas Kedungdoro; 

 
n. UPTD Puskesmas Dr. Soetomo; 

 
o. UPTD Puskesmas Tembok Dukuh; 

 
p. UPTD Puskesmas Gundíh;  
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q. UPTD Puskesmas Tambakrejo; 

 
r. UPTD Puskesmas Simolawang;  

 
s. UPTD Puskesmas Perak Timur; 

 
t. UPTD Puskesmas Pegirian; 

 
u. UPTD Puskesmas Sidotopo; 

 
v. UPTD Puskesmas Wonokusumo; 

 
w. UPTD Puskesmas Krembangan Selatan; 

 
x. UPTD Puskesmas Dupak; 

 
y. UPTD Puskesmas Tanah Kali Kedinding; 

 
z. UPTD Puskesmas Sidotopo Wetan; 

 
aa. UPTD Puskesmas Kenjeran; 

 
bb. UPTD Puskesmas Rangkah; 

 
cc. UPTD Puskesmas Pacarkeling; 

 
dd. UPTD Puskesmas Gading; 

 
ee. UPTD Puskesmas Pucang Sewu; 

 
ff. UPTD Puskesmas Mojo; 

 
gg. UPTD Puskesmas Kalirungkut; 

 
hh. UPTD Puskesmas Medokan Ayu; 

 
ii. UPTD Puskesmas Tenggilis; 

 
jj. UPTD Puskesmas Gunung Anyar; 

 
kk. UPTD Puskesmas Menur; 

 
ll. UPTD Puskesmas Klampis Ngasem; 

 
mm. UPTD Puskesmas Mulyorejo; 

 
nn. UPTD Puskesmas Sawahan; 

 
oo. UPTD Puskesmas Putat Jaya; 

 
pp. UPTD Puskesmas Pakis; 

 
qq. UPTD Puskesmas Banyu Urip; 
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rr. UPTD Puskesmas Jagir; 
 

ss. UPTD Puskesmas Wonokromo; 
 

tt. UPTD Puskesmas Ngagel Rejo; 
 

uu. UPTD Puskesmas Kedurus; 
 

vv. UPTD Puskesmas Dukuh Kupang; 
 

ww. UPTD Puskesmas Wiyung; 
 

xx. UPTD Puskesmas Gayungan; 
 

yy. UPTD Puskesmas Jemursari; 
 

zz. UPTD Puskesmas Sidosermo; 
 

aaa. UPTD Puskesmas Kebonsari; 
 

bbb. UPTD Puskesmas Made;  
 

ccc. UPTD Puskesmas Bangkingan; 
 

ddd. UPTD Puskesmas Keputih; 
 

eee. UPTD Puskesmas Balas Klumprik; 
 

fff. UPTD Puskesmas Siwalankerto; 
 

ggg. UPTD Puskesmas Morokrembangan; 
 

hhh. UPTD Puskesmas Tambak Wedi; 
 

iii. UPTD Puskesmas Bulak Banteng; 
 

jjj. UPTD Puskesmas Kalijudan;  dan 
 

kkk. UPTD Puskesmas Sawah Pulo. 
 
 
 

BAB III 
KEDUDUKAN 

 
Pasal 3 

 
(1)  UPTD merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang 

melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu. 

 
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

 
(3) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat 

oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan 
tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
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BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

 
Pasal 4 

 
(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari : 

 
a.  UPTD. 
 
b.  Sub Bagian Tata Usaha. 
 
c.  Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
(3) Bagan Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan               
Walikota ini. 

 

 
BAB V 

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI 
 

Bagian Kesatu 
UPTD 

 
Pasal  5 

 
UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di 
bidang kesehatan masyarakat dan melaksanakan kebijakan 
kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di 
wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya 
kecamatan sehat. 

 
 

Pasal  6 
 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, 
UPTD mempunyai fungsi : 
 
a. pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD; 

 
b. pelaksanaan pembinaan terhadap jaringan pelayanan 

puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan. 
 

c. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) 
tingkat pertama di wilayah kerjanya; 

 
d. penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP) 

tingkat pertama di wilayah kerjanya; 
 

e. pelaksanaan kegiatan sistem informasi Puskesmas; 
 

f. pelaksanaan ketatausahaan UPTD; 
 
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

UPTD; 
 

h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
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Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

 
Pasal  7 

 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas : 

 

a. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan program 
kegiatan UPTD; 

 
b. melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga, 

perlengkapan dan peralatan; 
 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi 
keuangan; 
 

d. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban; 
 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan administrasi kepegawaian; 
 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan kelembagaan 
dan ketatalaksanaan UPTD; 
 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan melaksanakan penyusunan 
laporan kegiatan; 

 
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

 
Bagian Ketiga  

Kelompok Jabatan Fungsional 
 

Pasal 8 
 

(1) Walikota berwenang untuk menetapkan Kelompok Jabatan 
Fungsional pada UPTD sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 4 ayat (1) huruf c. 
 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan 
fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan; 
 

(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan 
oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, 
sesuai peraturan perundang-undangan yang yang berlaku. 

 
 

BAB VI 
TATA KERJA 

 
Pasal 9 

 
(1) Kepala UPTD memiliki kewajiban : 
 

a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana 
dan staf. 
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b. melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun 
dengan instansi lain yang terkait. 
 

 
(2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha harus 

melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan 
sinkronisasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing. 

 
(3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-

masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau 
pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-
hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya 
masing-masing. 

 
(4) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung-jawab 
kepada atasannya serta menyampaikan laporan sesuai 
kebutuhan. 

 
(5) Hubungan antara Kepala UPTD dengan bawahannya atau 

sebaliknya secara administratif melalui Kepala Sub Bagian 
Tata Usaha. 
 

BAB  VII 
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

DALAM JABATAN 
 

Pasal 10 
 

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 
 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal  11 
 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka : 
 

a. Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2008 Nomor 80); 
 

b. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit 
Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 
2011 Nomor 39); 
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c. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2008 tentang
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 19);

d. Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2008 tentang
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 28);

e. Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 80 Tahun 2008 tentang
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya (Berita Daerah
Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 51)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal  12 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 23 Desember 2016 

WALIKOTA SURABAYA 

ttd. 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 23 Desember 2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd. 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2016 NOMOR 102 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
  NOMOR         :  98 TAHUN 2016 
  TANGGAL     :  23 DESEMBER 2016 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 
PADA DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA 

WALIKOTA SURABAYA 

ttd. 

TRI RISMAHARINI 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 
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